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ABSTRAK 
RIYA PUTRI SYEFTIANE, 5116500164, SINERGITAS KEPOLISIAN 
DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILU DI 
KABUPATEN BREBES 
 
Setiap daerah yang berada di Indonesia pasti memiliki Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu)sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu 
merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang 
berkedaulatan rakyat, yang mempunyai dasar hukum dalam Undang-undang No.7 
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.Dalam praktiknya, pemilihan umum di 
Indonesia saat ini tidak bias terlepas dari adanya tindak pidana yang dilakukan 
oleh oknum penyelenggaraan pemilu, baik elite politik maupun lembaga 
penyelenggara pemilu. Jenis Penelitian ini bersifat normatif-empiris, penelitian 
hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah 
bangunan sistem norma seperti peraturan perundangan. Sementara penelitian 
hukum empiris adalah penelitian yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi 
yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.  
Data-data dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tindak 
pidana pemilu yang terjadi di Kabupaten Brebes disebabkan oleh adanya 
ketidaktahuan atau ketidakpahaman mengenai regulasi, kelalaian dan juga 
disebabkan oleh adanya kesengajaan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana 
pemilu. Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab 
kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri.  
Dalam penelitian dilapangan terdapat 3 tahap berupa usaha atau upaya 
penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian khususnya di Kabupaten Brebes, 
yaitu upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Bentuk upaya yang telah dan akan 
dilakukan oleh kepolisian di wilayah Kabupaten Brebes antara lain melakukan 
pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai 
tindak pidana pemilu (Preemtif), melakukan pengamanan terhadap calon peserta 
pemilu baik pengawalan dari tempat kediaman sampai ke tempat acara kampanye 
(Preventif), melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau temuan 
pelaksanaan pemilu 2019, kepolisian harus lebih meningkatkan upaya mereka 
dalam menanggulangi tindak pidana pemilu yang kemungkinan akan terjadi. 
Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan upaya preemtif, preventif, dan 
represif semaksimal mungkin agar dapat menciptakan pemilu yang jujur dan adil.  
 
Kata kunci : tindak pidana, upaya, penanggulangan, pemilu., kepolisian 
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ABSTRACT 
 
RIYA PUTRI SYEFTIANE, 5116500164, SYNERGITY OF POLICE IN THE 
EFFORT TO MANAGE ELECTION CRIMINAL ACTIONS IN THE 
BREBES DISTRICT 
 
Every region in Indonesia must have a Regional Representative Council 
elected through general elections (elections) as referred to in Article 18 paragraph 
(3) of the 1945 Constitution. Elections are one of the main means of upholding the 
democratic order of the people's sovereignty , which has a legal basis in Law No.7 
of 2017 Regarding General Elections. In practice, general elections in Indonesia 
are currently not biased apart from the existence of criminal acts carried out by 
unscrupulous election organizers, both the political elite and the EMB. This type 
of research is normative-empirical, normative legal research is research that puts 
the law as a building norm system such as laws and regulations. While empirical 
law research is research that looks at how reactions and interactions occur when 
the norm system works in society.  
The data in this study indicate that the majority of election criminal acts that 
occurred in Brebes Regency were caused by ignorance or lack of understanding 
regarding regulations, negligence and also caused by the intentions of the 
perpetrators in committing election crimes. The security of the general election is 
functioned by the police because the police are the subjects who enter the vortex 
of the political agenda itself.  
In the field research there are 3 (three) stages in the form of efforts or efforts 
to deal with criminal acts by the police, especially in Brebes Regency, namely 
pre-emptive, preventive, and repressive efforts. The forms of efforts that have 
been and will be carried out by the police in the Brebes Regency region include 
conducting guidance to the community through socialization and counseling 
regarding election crimes (Preemtive), securing candidates for election 
participants both escorting from the residence to the place of the campaign event 
(Preventive) In conducting investigations and investigations into reports or 
findings of the 2019 elections, the police must increase their efforts in tackling 
election crimes that are likely to occur. The police are expected to increase their 
preemptive, preventive and repressive efforts to the maximum extent possible in 
order to create honest and fair elections. 
 
Keywords: criminal acts, efforts, countermeasures, elections., police 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara yang berlandasakan hukum dengan memiliki 
kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pemerintahan di Indonesia 
merupakan perwujudan dari amanah sila ke-4 yang menyatakan 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan”. Di dalam pemerintahan Indonesia yang 
bersifat demokratis ini, masyarakat Indonesia berperan penting dalam 
pemilihan pemimpin mereka sendiri. Indonesia merupakan negara yang 
memiliki berbagai macam provinsi yang terdiri dari beberapa kabupaten dan 
kota. Setiap daerah yang berada di Indonesia pasti memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih melalui pemilihan umum 
(pemilu) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945
1
. 
Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945, Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan 
sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis. 
Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan 
demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat untuk 
                                                 
1
 Ismail Saleh dan Mulyana W. Kusumah dalam Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan 
Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 30-31. 
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menyempurnakan demokrasi, dan bukan sebagai tujuan demokrasi. 
Pemilihan umum di Indonesia dilakukan pertama kali pada tahun 1955 
melalui Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dan pada 
masa pemerintahan orde baru pemilihan umum terlaksana setiap lima tahun 
sekali yang didasarkan pada UUD 1945.  
Hal ini berlanjut juga pada amandemen ketiga UUD 1945. Setelah 
UUD 1945 diamandemen, pemilu ditempatkan sebagai praktik 
ketatanegaraan dan pemilu yang dilaksanakan secara demokratis. Dalam 
praktiknya, pemilihan umum di Indonesia saat ini tidak terlepas dari adanya 
tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum penyelenggaraan pemilu, baik 
elite politik maupun lembaga penyelenggara pemilu
2
. 
Hal ini seperti yang terjadi pada pemilu 1999 sebagai awal terjadinya 
pemilihan umum secara terbuka, terdapat ketidakpuasan yang muncul di 
setiap tahapan pemilu, dan banyak pihak yang meradang ketika hasil akhir 
diumumkan. Hal ini dikarenakan adanya peserta dan penyelenggara yang 
mempunyai tafsir berbeda-beda terhadap aturan pelaksanaan pemilu, selain 
itu juga didukung dengan adanya ribuan kasus pelanggaran pemilu mulai 
dari pelanggaran administratif, pelanggaran tata cara, pelanggaran pidana, 
money politic dan netralitas birokrasi/pejabat pemerintah. Bahkan sampai 
dibubarkannya panitia pengawas pemilihan umum (Panwas) Pemilu 1999, 
tidak ada kasus money politic yang diproses sampai ke pengadilan, 
meskipun saat itu, kasus tersebut menjadi perbincangan publik dan 
                                                 
2
 Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, hlm. 25. 
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indikasinya sangat kuat. Ketidakpuasan atas adanya pemilu 1999 pun 
terlihat dari banyaknya pihak yang menyatakan penolakan atas hasil 
pemilu
3
.  
Tindak pidana pemilu berupa money politic yang terjadi pada tahun 
pemilu 2019 pun sama halnya dengan apa yang terjadi pada pemilu 2014. 
Banyak kasus tindak pidana pemilu seperti money politic tidak sampai pada 
putusan pengadilan. Salah satu contoh kasus lain adalah dugaan tindak 
pidana pemilu money politics berupa penyerahan barang bantuan yaitu 
bahan bangunan untuk pemenangan calon legislatif Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (Caleg DPR RI) atas nama Ambar Tjahjono. 
Adapun keputusan dari hasil dugaan kedua kasus tindak pidana pemilu 
tersebut tidak sampai pada putusan pengadilan
4
. Hal itu menjadi 
kontraproduktif bagi pembangunan politik nasional dikarenakan adanya 
elite politik yang tidak siap memasuki pemilu yang sehat dan terbuka
5
.  
Setidaknya ada dua sikap mental elite politik yang cenderung 
mengancam pelaksanaan pemilu yang demokratis, langsung umum bebas 
rahasia (Luber), dan jujur adil (jurdil). Pertama, tidak adanya kepercayaan di 
antara elite politik untuk melaksanakan pemilu yang sesuai dengan 
peraturan. Masing-masing elite politik menjaga ataupun antusias terhadap 
kecurangan yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya, tetapi pada saat 
yang bersamaan masing-masing elite politik juga mempersiapkan diri untuk 
                                                 
3
 Ibid, hlm. 26. 
4
 Rekap Data Laporan/Temuan Oleh Bawaslu Mengenai Dugaan Pelanggaran Pemilu Legislatif 
tahun 2019 
5
 Ibid, hlm. 27. 
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melanggar aturan main yang ada di pemilu demi kepentingannya yaitu 
martabat partai dan perolehan suara. Sikap kedua, elite politik tidak siap 
menjadi pecundang. Implikasi dari sikap ini tentunya terdapat pada 
kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan
6
.  
Adanya sikap elite politik yang tidak sesuai dengan peraturan 
pelaksanaan pemilu adalah implikasi dari adanya perbuatan yang termasuk 
dalam tindak pidana pemilu. Untuk itu, dibuatlah peraturan tindak pidana 
pemilu yang ditujukan untuk terciptanya efektifitas pelaksanaan pemilu 
secara demokrasi yang jujur dan adil. Setidaknya ada dua hal yang menjadi 
arti penting dibuatkannya peraturan tindak pidana pemilu. Pertama, norma 
tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga 
penyelenggara dan pemilih dari tindakan-tindakan pelanggaran dan 
kejahatan yang merugikan. Kedua, norma tindak pidana pemilu ditujukan 
untuk menciptakan serta menegakkan ketertiban hukum dan masyarakat 
dalam penyelenggara pemilu. Berdasarkan kedua hal penting tersebut, dapat 
diartikan bahwa tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus dan 
sangat disadari bahwa pemilu merupakan kontestasi, dimana semua pihak 
yang terlibat akan melakukan dan menghalalkan segala cara untuk 
mendapatkan tujuannya tanpa memikirkan ataupun mempertimbangkan 
kerugian yang akan dirasakan oleh peserta pemilu lainnya, penyelenggara 
maupun pemilu itu sendiri
7
. 
                                                 
6
 Ibid, hlm. 28. 
7
 Rian Sacipto, Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong 
Pesta Demokrasi Indonesia 2019, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri 
Semarang, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 376. 
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Selain dibuatnya peraturan tindak pidana pemilu, tak lupa juga 
diperlukan adanya pengawasan ataupun penanganan dari institusi-institusi 
yang terlibat. Diantaranya adalah:  
(1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),  
(2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);  
(3) Komisi Pemilihan Umum (KPU);  
(4) Kepolisian Negara;  
(5) Kejaksaan;  
(6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara;  
(7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;  
(8) Mahkamah Agung; dan  
(9) Mahkamah Konstitusi.  
(10)  Keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk 
mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye.  
Merujuk pada banyaknya kasus tindak pidana pemilu yang terjadi 
pada pemilu 2014 silam, menjadi pengalaman tersendiri bagi institusi 
pengawasan dan penanganan dalam menghadapi pemilu baik pemilihan 
legislatif maupun eksekutif. Dalam hal ini khususnya kepolisian negara 
yang berfungsi untuk menciptakan kestabilan dan keamanan dalam 
penyelenggaraan pemilu. 
 
 
6 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 
penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Apa faktor terjadinya tindak pidana pemilu di wilayah hukum polres 
Brebes ? 
2. Bagaimana sinergitas kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak 
pidana pemilu di wilayah hukum polres Brebes ?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana pemilu di wilayah 
hukum polres Brebes;  
2. Untuk mengetahui sinergitas kepolisian dalam upaya menanggulangi 
tindak pidana pemilu di wilayah hukum polres Brebes. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan 
manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan wawasan ilmu 
pengetahuan khususnya bidang hukum pdana dan terhadap pembaca 
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mengenai faktor terjadinya tindak pidana pemilu dan upaya sinergitas 
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
wawasan tentang faktor terjadinya tindak pidana pemilu dan upaya 
sinergitas kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis sebagai berikut: 
1. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, Buku dengan judul 
“Penanganan Pelanggaran Pemilu” Seri Publikasi Materi Advokasi 
untuk Perubahan Undang-Undang Pemilu, 2011, Kemitraan bagi 
Pembangunan Tata Pemerintahan. Buku ini membahas tentang Misi 
mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang 
dibangun di atas praktek dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang 
baik yang berkelanjutan adalah visi dari Kemitraan yang diwujudkan 
melalui berbagai macam program dan kegiatan. Kemitraan yakin 
bahwa salah satu kunci pewujudan visi di atas adalah dengan 
diterapkannya pemilihan umum yang adil dan demokratis. Oleh 
karena itu, sejak didirikannya pada tahun 2000, Kemitraan terus 
menerus melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan 
terkait reformasi sistem kepemiluan di Indonesia. Buku ini juga 
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menguraikan bagimana pembagian sengketa dan pelanggaran pemilu 
terutama tindak pidana pemilu, juga pelanggaran administrasi pemilu, 
kemudian bagaimana penanganan pelanggaran kode etik melalui 
dewan kehormatan dan sengketa hukum lainnya. Disertai dengan 
diskursus kelemahan dalam penegakan hukum dan batasa waktu 
dalam penerapan tindak pidana pemilu. Buku ini menjadi referensi 
utama dalam penulisan hukum ini. 
2. Rian Sacipto, yang berjudul Eksistensi Polri dalam Penegakan Hukum 
Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 
2019. Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo Seminar Nasional 
Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 
2018, 366-385, Artikel ini membahas tentang Negara Indonesia 
merupakan Negara yang berlandaskan hukum yang kedaulatannya 
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945. Dimana ditahun 2019 dalam menyonsong pesta 
demokrasi merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 
dalam bernegara untuk menentukan, memilih calon kepala negara dan 
juga calon wakil rakyat yang akan menyalurkan suara aspirasi rakyat. 
Akan tetapi dalam penyelenggaraannya serta proses dan mekanisme 
pemilihan umum tidak jarang menimbulkan pelanggaran dan 
kejahatan oleh pendukung, kader (PARPOL) bahkan langsung kepada 
calon kontestan pesta demokrasi. POLRI merupakan lembaga negara 
yang bertugas untuk menangani berbagai pelanggaran sebagai bentuk 
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penegakkan hukum dalam segala tindakan kejahatan maupun pidana 
termasuk pelanggaran penyelengaraan pesta demokrasi mendatang. 
Untuk itulah dalam penulisan ini akan membahas bagaimana peran 
upaya dan tindakan kepolisian yang sangat diperlukan dalam 
menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas serta 
terjamin untuk mendapatkan predikat bahwa pesta demokrasi 2019 
harus benar-benar LUBER dan JURDIL. Penulisan ilmiah ini 
berdasarkan data dan kajian dari hukum normatif yang berfokus pada 
norma hukum positif serta metode dalam penarikan kesimpulan dari 
hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Pesta 
demokrasi adalah pemilihan umum yang dilaksanakan pemerintah 
kepada rakyat untuk memilih kepala negara dan juga anggota 
legeslatif yang akan menyalurkan aspirasi rakyat. Dimana POLRI 
merupakan lembaga negara yang telah diatur dengan peraturan 
perundang-undangan dalam menangani pelanggaran pidana pemilihan 
umum untuk pesta demokrasi yang sebentar lagi dilaksanakan. 
Kepolisian bekerjasama dengan Kejaksaan, KPU, BAWASLU dalam 
menganalisa, memfilter dan menentukan perbuatan pelanggaran 
pidana atau pelanggaran administrasi pemilihan umum. Adapun 
kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani pelanggaran 
pemilihan umum adalah kurangnya alat bukti dan pendukung lain 
dalam menangani permasalahan tindak pidana pemilihan umum. 
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3. Rinaldo Arjanggi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 
2015, yang berjudul Upaya Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana 
Berupa Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif, membahas tentang 
Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum yang 
kedaulatannya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan 
sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara. Akan 
tetapi penyelenggaraan Pemilu legislatif banyak melahirkan keluhan 
pada implementasinya, pada proses dan mekanisme yang tidak jarang 
menimbulkan pelanggaran dan kejahatan sebagian masyarakat 
(termasuk Parpol) yang kemudian lahir tuntuan-tuntutan pelaksanaan 
Pemilu yang luber dan jurdil. Kepolisian merupakan lembaga negara 
yang bertugas untuk menangani berbagai pelanggaran sebagai bentuk 
penegakkan hukum dalam penyelengaraan pemilihan umum legislatif 
yang luber dan jurdil. Upaya-upaya kepolisian dalam menangani 
perbuatan pidana berupa pelanggaran pemilihan umum sangat 
diperlukan dalam menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum 
legislatif yang berkualitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana 
berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif dan apa saja kendala 
yang dialami kepolisian dalam penanganan pelanggaran pemilihan 
umum legislatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang 
berfokus pada norma hukum positif dan metode penarikan kesimpulan 
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adalah secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang 
bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Pemilihan umum 
legislatif adalah pemilihan umum untuk memilih anggota dewan 
perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan 
rakyat daerah. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan 
dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Upaya kepolisian dalam menangani perbuatan pidana 
berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif adalah kepolisian 
bekerjasama dengan kejaksaan dan badan pengawas pemilihan umum 
dalam menganalisa, memfilter dan menentukan apakah perbuatan 
pidana tersebut merupakan perbuatan pelanggaran pidana atau 
pelanggaran administrasi pemilihan umum legislatif. Kendala yang 
dihadapi kepolisian dalam menangani  pelanggaran pemilihan umum 
legislatif adalah kurangnya alat bukti dan waktu yang ditetapkan 
dalam menangani pelanggaran pemilihan umum terlalu singkat dan 
menyulitkan kepolisian.. 
4. Achmad Sulchan, Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara 
Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal 
Pembaharuan Hukum Volume 1 NO. 3 September – Desember 
2014, membahas tentang Penegakan hukum terhadap perkara pidana 
pemilu diberlakukan dalam rangka mengatasi pelanggaran tindak 
pidana pemilu. Tingkat pelanggaran pemilu yang semakin tinggi 
seolah menunjukkan celah hukum didalam Undang-Undang No.8 
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Tahun 2012 tentang Pemilu, karena dinilai tidak mencerminkan rasa 
keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, 
permasalahan yang dibahas berkaitan erat dengan realitas sosial dan 
tingkah laku nyata dari manusia itu sendiri. Hasil penelitian yang 
diperoleh (1) bahwa Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi 
menjadi kewenangan KPU untuk penyelesaiannya, untuk pelanggaran 
yang mengandung unsur pidana akan diteruskan kepada Kepolisian 
Republik Indonesia untuk penyelesaiannya, (2) Rekonstruksi 
penegakan hukum penyelesaian perkara pidana pemilihan umum yang 
bernilai keadilan terdapat pada Pasal 249 (4) mengenai tidak 
dibatasinya waktu apabila ada Pelanggaran Pemilu, Pasal 249 (5) 
mengenai menindaklanjuti laporan 3 bulan setelah dinyatakan 
terbukti, Pasal 250 (1.d) mengenai tindak Pidana Pemilu diteruskan ke 
Pengadilan Khusus Pemilu, Pasal 250 (2) Diteruskan ke Pengadilan 
Khusus Pemilu 3 (tiga) bulan, dan Pasal 261 ayat (1), (2), (3), dan (4) 
mengenai Bawaslu sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Sengketa 
Pemilu yang memiliki kewenangan dalam Pemanggilan Paksa, 
Penyitaan Barang Bukti dan Penggeledahan. 
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F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif-
empiris.  
a. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 
meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 
Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, 
norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, 
perjanjian serta doktrin (ajaran).  
b. Penelitian hukum empiris sering disebut juga dengan penelitian 
hukum yuridis-sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu 
hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji 
mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun 
mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika 
sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.  
Dalam penelitian ini akan bermula dari ketentuan hukum positif 
tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum yang nyata terjadi (in 
concreto) dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu 
terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu 
8
: 
1) Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang 
berlaku.  
                                                 
8
 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
hlm. 52. 
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2) Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat 
diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil 
dari penerapannya akan menciptakan pemahaman realisasi 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji 
telah dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak.  
Seperti yang telah dijelaskan, dalam penulisan ini penulis akan 
menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Berdasarkan hal 
tersebut, penulis dalam penelitian ini akan memulai dengan mengkaji 
ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada 
peristiwa tindak pidana pemilu di wilayah Kepolisian Resort Brebes. 
Setelah itu mengkaji penerapan ketentuan hukum positif tertulis pada 
peristiwa hukum in concreto dalam kasus tersebut.. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang 
digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki 
adalah sebagai berikut
9
: 
a. Pendekatan kasus ( case approach )  
b. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach )  
c. Pendekatan historis ( historical approach )  
d. Pendekatan perbandingan ( comparative approach )  
                                                 
9
 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm 93 
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e. Pendekatan konseptual ( conceptual approach )  
Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa 
pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan kasus (the case approach). Pendekatan 
perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah 
pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 
menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap
10
. 
 
3. Sumber Data 
Penelitian yang bersifat normatif-empiris ini akan menggunakan 
data primer dan data sekunder.  
a. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil 
penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di 
dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan menggunakan data 
primer berupa data-data yang diperoleh langsung dari instansi 
yang berada Polres Kabupaten Brebes dan instansi terkait yang 
ada kaitannya dengan pengawasan tindak pidana pemilu seperti 
Pengawas pemilihan umum (bawaslu). Salah satu cara untuk 
                                                 
10
 Ibid, hlm 24 
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memperoleh data ini adalah dengan menggunakan proses 
wawancara.  
1) Iptu. Tiyatno, S.H. (KBO Satreskrim Polres Brebes);  
2) Bripka. Agus Trijaya (Penyidik/Anggota Gakkumdu 
Kabupaten Brebes;  
3) Yunus Awaludin Zaman, S.HI (Komisioner Bawaslu 
Kabupaten Brebes).  
 
b. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang 
diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan 
terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan 
dengan masalah atau materi penelitiaan yang sering disebut 
sebagai bahan hukum. Dalam data sekunder ini dikelompokkan 
menjadi 3 yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan. 
Kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 
dapat memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer. 
Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 
dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan 
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hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-
lain
11
. 
1) Penelitian ini akan menggunakan data-data dari bahan 
primer yang berupa perundang-undangan seperti :  
a) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
b) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang 
pemilihan umum;  
c) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana;  
d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  
2) Penelitian untuk bahan sekunder, penelitian ini 
mendapatkan data-data dari media secara tidak langsung 
seperti :  
a) Hasil penelitian para ahli yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti;  
b) Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti;  
c) Buku-buku hukum maupun politik yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti;  
d) Data yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu 
yang diperoleh dari Instansi.  
                                                 
11
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156-158.  
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3) Penelitian untuk bahan tersier, penelitian ini mendapatkan 
data-data dari :  
a) kamus umum besar bahasa Indonesia yang berkaitan 
dengan tindak pidana pemilu;  
b) Kamus Hukum;  
c) Internet yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian wawancara, dokumentasi dan 
kepustakaan (library research). Penelitian dalam bentuk wawancara 
ini adalah penulis melakukan pengumpulan bahan pendukung lainnya 
dengan tanya jawab, baik secara lisan maupun tulisan dengan pihak 
kepolisian daerah di Kabupaten Brebes serta Instansi terkait seperti 
Bawaslu Kabupaten Brebes yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian ini. Sementara dokumentasi dalam penelitian 
ini adalah penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari 
kepolisian dalam proses menanggulangi ataupun mencegah terjadinya 
tindak pidana pemilu, data yang sama juga diperoleh dari Bawaslu 
Kabupaten Brebes selaku instansi yang mengawasi pemilu dari adanya 
tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan/undang-undang 
yang sudah dibuat. Sedangkan penelitiaan kepustakaan yaitu penulis 
melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah 
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literatur yang relevan dengan tindak pidana pemilu seperti buku-buku, 
jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya, serta bahan-bahan hukum yang 
bersifat normatif berupa produk hukum yaitu Undang-Undang. 
 
5. Metode Analisis Data 
Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian 
ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian 
hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif 
kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan, dan menjelaskan 
secara rinci dan mendalam (verstehen) untuk mengungkapkan apa 
yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
12
. 
 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang 
masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menjelaskan mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, metodologi peneitian dan sistematika penulisan hukum.  
BAB II KAJIAN PUSTAKA, Bab ini menjelaskan mengenai Tindak 
pidana pemilu dan Tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi 
tindak pidana pemilu. 
                                                 
12
 Ibid, hlm. 283. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan 
memuat data-data yang ditemukan di lapangan dan dituliskan dalam bentuk 
analisis hukum yang di sesuakan dengan tujuan dari penelitian ini  
BAB IV PENUTUP. Bab ini brisi tentang kesimpulan dan saran 
mengenai kajian skripsi yang telah dilakukan.  
DAFTAR PUSTAKA 
  
21 
BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu  
1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu 
Sebelum menguraikan pengertian mengenai tindak pidana pemilu, 
penulis perlu menguraikan sedikit tentang pengertian tindak pidana terlebih 
dahulu, agar mempermudah pemahaman.  
a) Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana menurut Vos adalah suatu perbuatan yang 
mendapatkan ancaman dari peraturan perundang-undangan, dalam 
artian tindak pidana adalah salah satu sikap ataupun perbuatan yang 
melanggar aturan perundang-undangan
13
. 
Menurut Pompe dalam sebuah teori, tindak pidana adalah 
perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar terhadap norma yang 
berlaku. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menjaga kesejahteraan umum. 
Menurut hukum positif, tindak pidana adalah sutu peristiwa yang 
dikategorikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan 
yang melanggar hukum
14
.  
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, tindak pidana adalah 
suatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahan ataupun kejahatan 
                                                 
13
 Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Lampung: Universitas Lampung. hlm 81 
14
 Ibid, hlm. 81 
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yang akan diberikan sanksi atau hukuman oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini tentu untuk mempertahankan 
ketertiban hukum dan menjaga kepentingan umum.  
 
b) Pengertian Tindak Pidana Pemilu  
Definisi tindak pidana pemilu baru muncul pertama kali setelah 
dibuatkannya UU. No. 8 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan sebelumnya 
dalam UU. No. 10 tahun 2008 tidak menggunakan istilah tindak 
pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana pemilu. Dalam hal ini 
Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai 
perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, 
atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, 
ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai 
prosedur undang-undang
15
. Sedangkan menurut Topo Santoso, ada 
tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, 
yaitu 
16
: 
(1) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.  
(2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-
undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di 
dalam KUHP)  
                                                 
15
 Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3 
16
 Ibid, hlm. 4 
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(3) Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk 
pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, 
dan sebagainya).  
 
Pengertian tindak pidana pemilu tersebut dikemukakan oleh 
Topo Santoso dengan membandingkan pengaturan tindak pidana 
pemilu di Indonesia dengan pengaturan tindak pidana pemilu di 
negara lain yang juga mengatur tentang tindak pidana pemilu. Aturan 
tindak pidana pemilu di Indonesia masih tercantum dalam UU pemilu, 
sedangkan di beberapa yurisdiksi seperti Malaysia berbeda dengan 
Indonesia, tindak pidana pemilu di Malaysia diatur terpisah dengan 
UU Pemilu yakni di dalam UU Tindak Pidana Pemilu. Malaysia 
dikenal dengan adanya Election Offences Ordinance 1959, Indian 
Elections Offences and Inquiries Act 1920, dan sebagainya
17
. 
 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu  
Tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 
terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Dalam Memorie van 
Toelichting (MvT) diterangkan, bahwa pembedaan dan pengelompokan 
tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, didasarkan pada 
pemikiran bahwa:  
(a) Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-
perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang 
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 Ibid, hlm. 5 
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(melawan hukum) yang karenanya pembuatnya patut dijatuhi pidana 
walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam 
undang-undang;  
(b) Adanya perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan 
kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan 
dinyatakan dalam undang-undang
18
. 
 
R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan 
pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian 
kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 
undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan 
kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si 
penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Lebih lanjut, pengertian 
kejahatan dapat diuraikan menurut penggunaannya sebagai berikut:  
1. pengertian kejahatan secara praktis adalah perbuatan yang dapat 
melanggar norma yang dapat menyebabkan timbulnya suatu 
reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan;  
2. pengertian secara religius menguraikan bahwa kejahatan 
merupakan suatu dosa yang diancam dengan hukman api neraka 
terhadap jiwa yang berdosa;  
3. pengertian dalam arti juridis, kejahatan merupakan suatu 
tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang 
berakibat pada timbulnya suatu kerugian atau berakibat pada 
menderitanya seseorang, yang mana perbuatan tersebut dapat 
diancam dengan hukuman baik kurungan atau penjara 
sebagaimana pasal 10 KUHP.  
 
Sementara itu, pelanggaran merupakan perilaku seseorang yang 
menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa 
memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. 
                                                 
18
 Basrofi dan Sudikun, 2003, Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif, Surabaya: Insan 
Cendekia, hlm. 34-36. 
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Ketidakpahaman akan seseorang terhadap sebuah aturan menjadikannya 
berbuat dari apa yang telah dilarang oleh aturan tersebut. Secara sosiologis, 
pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh 
seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam 
masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan 
hukum yang baku. Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena 
keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan sebuah tersebut ataupun 
kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut
19
. 
Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus 
atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut 
Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak 
pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan 
kedua istilah itu adalah UU pidana yang berada diluar hukum pidana umum 
yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi 
hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak 
ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum 
tindak pidana khusus
20
.  
Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu 
mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada 
umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan 
sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan 
pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum 
                                                 
19
 Djoko Prakoso, 1987, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 29 
20
 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 229 
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berlangsung. Tindak Pidana pemilu biasanya dilakukan oleh para politisi 
sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktek-praktek haram 
pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling 
umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara 
langsung
21
.  
Karakteristik pidana pemilu, akan memberikan gambaran bagaimana 
para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak 
terjerat dengan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pemilu berlangsun. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Afifah selaku dosen 
fakultas hukum di Untag Surabaya, ada beberapa karakteristik khusus yang 
melekat pada tindak pidana pemilu yaitu
22
:  
(1) Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana 
partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan 
menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan 
finansial lainnya dan pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual 
suaranya ke kandidat.  
Praktek politik uang adalah upaya mobilisasi pemilih pada saat proses 
pemilu. Praktek politik uang berupaya menyiasati persaingan “track 
record” antar kandidat dengan memanfaatkan kondisi yang tidak 
terpantau dengan intensif serta memanfaatkan kesulitan ekonomi yang 
dihadapi masyarakat. Modus politik uang pada pemilu biasanya 
                                                 
21
 Silke Pfeiffer, 2004, Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin 
America, (TI Global Report ), hlm 76 
22
 Wiwik Afifah, “Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia”, Mimbar Keadilan, Jurnal 
Ilmu Hukum, Edisi: Januari-Juni 2014, hlm. 18-23. 
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dilakukan dengan beragam cara, antara lain
23
 : pembagian uang secara 
langsung pada individu yang hadir dalam rapat akbar atau kampanye 
terbuka, pembagian uang melalui kordinator atau tokoh pimpinan 
kelompok sebagai biaya transportasi dan konsumsi, pembagian barang 
ataupun pemberian jasa kepada kelompok (contohnya membelikan 
seragam pada guru taman kanak-kanak, mengajak wisata religi, dan 
sebagainya), memberikan bantuan atau sumbangan pembangunan 
rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu 
asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara.  
Aktivitas ini dilaksanakan saat masa kampanye berlangsung dengan 
tujuan agar masyarakat bersimpati pada calon yang sedang berlaga di 
politik. Selain pemberian uang, barang dan jasa secara langsung, yang 
marak adalah pembagian barang-barang mewah lewat undian/ 
doorprize. Pemberian hadiah ini adalah bentuk lain dari pemberian 
barang yang sifatnya agar pemilih mau memilih setelah mendapatkan 
barangnya. Modus lain yang dipergunakan adalah memberikan 
sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum berupa 
pemberian semen, pasir dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur 
yang dilakukan oleh para kandidat memang tidak langsung 
menjangkau pemilih, namun hal ini erat kaitannya dengan fasilitas 
yang dipergunakan oleh pemilih, sehingga secara tidak langsung 
sebagi upaya menarik simpati.  
                                                 
23
 Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis 
Di Indonesia Pasca Reformasi”, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, hlm. 18.  
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(2) Membeli kursi, dimana orang ataupun kelompok kepentingan 
mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilu.  
Modus membeli nominasi dimana politisi berupaya untuk 
dinominasikan menjadi calon legislatif dengan cara memberi uang, 
membayar dengan sejumlah barang atau memberi janji pada elit 
partai. Pembelian .kursi. masih menjamur akibat dari proses seleksi 
dan penetapan calon oleh partai-partai politik masih jauh untuk 
disebut demokratis dan partisipatif.  
Faktor-faktor yang menentukan dalam pencalonan diatur dalam aturan 
internal partai politik, meski demikian, hal tersebut dipengaruhi oleh 
hubungan kedekatan, prestasi, loyalitas kandidat, dan kemampuan 
finansial kandidat. Beberapa faktor tersebut ada yang bersifat buruk 
dalam menentukan kandidiat, yaitu pada hubungan kedekatan, 
loyalitas pada orang tertentu di internal partai politik, kemampuan 
finansial. Faktor ini lebih dekat ke arah nepotisme dan suap. Kandidat 
dengan kompetensi dan komitmen seringkali terpinggirkan apabila 
tidak memiliki kemampuan finansial dan kedekatan dengan elit partai 
politik. Akibat yang muncul adalah salah satunya seperti kejahatan 
pemalsuan dokumen agar seseorang dapat menjadi calon peserta 
pemilu (DPR, DPD, maupun DPRD).  
(3) Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu. Kandidat melakukan 
manipulasi administratif baik pada saat pra, proses pemungutan, 
perhitungan, proses rekapitulasi dengan cara merubah, menghambat 
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atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk 
kepentingan pemenangan.  
Penggunaan modus ini biasanya disertai dengan insentif tertentu 
seperti sejumlah uang, promosi jabatan, dan pekerjaan. Tahapan 
pemilu yang rawan manipulasi sebelum pemungutan suara yaitu pada 
tahap pendaftaran pemilih. Bentuk kecurangan pada tahap ini dapat 
berupa seseorang atau pihak-pihak tertentu menghalangi seseorang 
terdaftar sebagai pemilih yang bertujuan seseorang dapat kehilangan 
hak pilihnya.  
(4) Dana kampanye yang “mengikat” menjadikan sumbangan kepada 
partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.  
Modus keempat adalah pendanaan kampanye yang mengikat, yaitu 
para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat 
sebagai investasi politik. Investor atau rentenir politik ini dikemudian 
hari akan berusaha menggunakan partai yang didukungnya untuk 
mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan bisnis atau 
politiknya. Sebenarnya jika dilihat secara luas, kasus politik uang 
tidak hanya menyangkut masalah menyuap atau pemberian uang atau 
suatu barang kepada seseorang agar memilih salah satu kandidat. 
Tetapi politik uang dapat juga dihubungkan dengan segala macam 
pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks politik (termasuk 
masalah kepartaian dan pemilihan umum).  
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Memang yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyuapan. 
Tapi ada pula bentuk-bentuk lainnya yang juga dapat melanggar 
norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya menyangkut dana 
dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana illegal 
tersebut. Belajar dari beberapa Pemilu, manipulasi yang sering 
dilakukan adalah dengan tidak mencatatkan jumlah sumbangan dan 
data penyumbang sehingga mempersulit audit dana kampanye karena 
sumbangan tidak bisa terlacak. Modus yang lain adalah dengan 
sumbangan kepada rekening partai politik baru kemudian ditarnsfer ke 
rekening khusus dana kampaye. Dengan demikian, sumbagan dalam 
jumlah besar dianggap seolah-olah merupakan kontribusi dari partai. 
Hal yang paling mengkhawatirkan dari manipulasi pendanaan politik 
adalah penggunaan dana-dana publik, baik dari departemen, BUMN 
ataupun institusi publik lainya.  
 
3. Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia 
Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.7 
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didalamnya terdapat 573 Pasal. 
Dalam undang-undang ini, terdapat aturan yang mengatur secara khusus 
mengenai tindak pidana pemilu sebanyak 78 Pasal yakni Pasal 476 sampai 
Pasal 554.  
Ketentuan tindak pidana pemilu secara hukum materil tidak hanya 
diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, tetapi juga diatur dalam 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur 
tentang tindak pidana pemilu baik norma maupun sanksinya. Aturan 
mengenai tindak pidana pemilu dalam KUHP terdapat pada Pasal 148, Pasal 
149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Tabel 1 
Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu 
 
NO PASAL 
JENIS TINDAK 
PIDANA 
SANKSI 
1 148 KUHP Merintangi orang 
menjalankan haknya 
dalam memilih 
Pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 
empat bulan 
2 149 KUHP Penyuapan Pidana penjara paling 
lama sebilan bulan 
3 150 KUHP Perbuatan Tipu Muslihat Pidana penjara paling 
lama sembilan bulan 
4 151 KUHP Mengaku sebagai orang 
lain 
Pidana penjara paling 
lama satu tahun empat 
bulan 
5 152 KUHP Menggagalkan 
pemungutan suara yang 
telah dilakukan atau 
melakukan tipu muslihat 
Pidana penjara paling 
lama dua tahun 
Sumber : Sumber Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
 
Banyaknya pasal-pasal tindak pidana pemilu dalam Undang-undang 
No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penulis dalam penelitian ini 
akan memaparkan upaya kepolisian berupa proses penanganan tindak 
pidana pemilu sejak penerimaan laporan hasil temuan dari Bawaslu hingga 
penyerahan hasil penyidikan yang disertai dengan berkas perkara kepada 
kejaksaan selaku penuntut umum sebagaiana yang telah diatur dalam pasal 
476 sampai pasal 480 Undang-undang No.7 tahun 2017.  
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Pasal 476 :  
(1) Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh bawaslu, 
bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan/atau bawaslu 
kecamatan kepada kepolisian negara republik Indonesia paling 
lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak bawaslu, 
bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan/atau bawaslu 
kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang 
diduga yang merupakan tindak pidana pemilu.  
(2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana 
pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh 
bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan/atau 
bawaslu kecamatan setelah berkoordinasi dengan kepolisian 
negara republik Indonesia, dan kejaksaan agung republik 
Indonesia dalam Gakkumdu.  
(3) Laporan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling seditik 
memuat :  
a. Nama dan alamat pelapor;  
b. Pihak terlapor;  
c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan  
d. Uraian kejadian.  
 
Pasal 477 :  
Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana 
Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini.  
 
Pasal 478 :  
Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana 
Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana Pemilu;  
b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama 
menjalankan tugasnya; dan  
c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.  
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Pasal 479 :  
Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti 
permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil 
penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik 
paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.  
 
Pasal 480 :  
(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan 
hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut 
umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya 
laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.  
(2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas 
perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk 
dilengkapi.  
(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu 
paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah 
menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut 
umum.  
(4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri 
paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan 
dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.  
 
Secara hukum formil Dalam proses pembuktian tindak pidana pemilu, 
Undang-undang No.7 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus mengenai 
proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam pasal 481 
Undang-undang No.7 tahun 2017 (1) yang menyatakan, “Pengadilan negeri 
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu 
menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana, kecuali ditentukan 
lain dalam undang-undang ini”. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut 
menjelaskan bahwa proses pembuktian tindak pidana pemilu tetap 
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mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP, kecuali ketentuan lain yang 
diatur secara khusus dalam Undang-undang Pemilu.  
Dalam perkembangan tindak pidana pemilu yang sering terjadi di 
Indonesia, tindakan yang terjadi tidak hanya meliputi politik uang dan 
manipulasi suara, tetapi juga berupa tindakan ujaran kebencian dan 
penyebaran berita palsu atau tidak benar (hoax) yang tindakan tersebut 
sering dilakukan melalui media elektronik maupun media massa dan hal ini 
pun menjadi tindakan yang cenderung merugikan orang lain (peserta 
pemilu). Berdasarkan peristiwa tersebut menjadikan Undang-undang Nomor 
19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai 
salah satu instrumen hukum yang dapat juga digunakan untuk menjerat 
pelaku dalam kasus tindak pidana pemilu.  
 
4. Sanksi Terhadap Pelaku Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Pemilu 
Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku/peserta pemilu 
yang terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana pemilu selain yang diatur 
dalam pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) telah diatur juga dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum. Di bawah ini adalah pasal-pasal dalam Undang-undang pemilu yang 
mengatur tentang sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana 
pemilu yang diklasifikasikan menjadi 4 bagian yakni berupa tahapan 
pendaftar pemilih dan pendaftaran bakal calon peserta pemilu, tahapan yang 
berkaitan dengan kampanye, tahapan yang berkaitan dengan pemungutan 
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suara atau pencoblolsan suara, dan dahapan pada pasca pemungutan suara 
atau pencoblosan suara. : 
Tabel 2 
Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pendaftaran 
Pemilih, dan tahapan pendaftaran bakal calon peserta pemilu 
 
NO PASAL JENIS TINDAK PIDANA SANKSI 
1 488 Setiap orang yang dengan sengaja 
memberikan keterangan yang 
tidak benar mengenai diri sendiri 
atau diri orang lain tentang suatu 
hal yang diperlukan untuk 
pengisian dafar Pemilih 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 203  
Pidana kurungan 
paling lama 1 
(satu) tahun dan 
denda paling 
banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
 
2 489  
 
Setiap anggota PPS atau PPLN 
yang dengan sengaja tidak 
mengumumkan dan/atau 
memperbaiki daftar pemilih 
sementara setelah mendapat 
masukan dari masyarakat dan/atau 
Peserta Pemilu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 
2O7, dan Pasal 213  
Pidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 6 
(enam) bulan dan 
denda paling 
banyak Rp 
6.000.000.00 
(enam juta rupiah).  
 
3 551  
 
Setiap orang yang dengan 
kekerasan, dengan ancaman 
kekerasan, atau dengan 
menggunakan kekuasaan yang ada 
padanya pada saat pendaftaran 
Pemilih menghalangi seseorang 
untuk terdaftar sebagai Pemilih 
dalam Pemilu menurut Undang-
Undang ini  
Dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
 
4 512  
 
Setiap anggota KPU, KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 
PPK, PPS, dan/atau PPLN yang 
tidak menindaklanjuti temuan 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
Bawaslu Kabupaten/Kota, 
Bawaslu Kecamatan, Bawaslu 
Kelurahan/Desa, dan/atau 
Bawaslu LN dalam melakukan 
pemutakhiran data Pemilih, 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
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penyusunan dan pengumuman 
daftar pemilih sementara, 
perbaikan dan pengumuman 
daftar pemilih sementara hasil 
perbaikan, penetapan dan  
pengumuman daftar pemilih tetap, 
daftar pemilih tambahan, daftar 
pemilih khusus, dan/atau 
rekapitulasi daftar pemilih tetap 
yang merugikan Warga Negara 
Indonesia yang memiliki hak pilih 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 220 ayat (2),  
5 513  
 
Setiap anggota KPU 
Kabupaten/Kota yang sengaja 
tidak memberikan salinan daftar 
pemilih tetap kepada Partai Politik 
Peserta Pemilu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 208 ayat 
(5)  
 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
6 518  
 
Setiap anggota KPU, KPU 
Provinsi, dan/atau KPU 
Kabupaten/Kota yang tidak 
menindaklanjuti temuan Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, dan/atau 
Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam 
pelaksanaan verifikasi partai 
politik calon Peserta Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 180 ayat (3) dan/atau 
pelaksanaan verifikasi 
kelengkapan administrasi bakal 
calon anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 251 ayat 
(3) dan Pasal 261 ayat (3) 
dan/atau pelaksanaan verifikasi 
kelengkapan administrasi bakal 
calon Presiden dan Wakil 
Presiden  
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda 
palingbanyak 
Rp36.000.000,00.(t
iga puluh enam juta 
rupiah).  
 
7 520  
 
Setiap orang yang dengan sengaja 
membuat surat atau dokumen 
palsu dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 6 
(enam) tahun dan 
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memakai, atau setiap orang yang 
dengan sengaja memakai surat 
atau dokumen palsu untuk 
menjadi bakal calon anggota 
DPR, DPD, DPRD provinsi, 
DPRD kabupaten/kota, untuk 
menjadi Pasangan Calon Presiden 
dan Wakil Presiden sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 254 dan 
Pasal 260  
denda paling 
banyak Rp 
72.000.000,00 
(tujuh puluh dua 
juta rupiah).  
 
8 544  
 
Setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan perbuatan melawan 
hukum memalsukan data dan 
daftar pemilih,  
 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 6 
(enam) tahun dan 
denda paling 
banyak Rp 
72.000.000,00 
(tujuh puluh dua 
juta rupiah).  
9 545  
 
Setiap anggota KPU, KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 
PPK, PPS, dan/atau PPLN yang 
dengan sengaja menambah atau 
mengurangi daftar pemilih dalam 
Pemilu setelah ditetapkannya 
daftar pemilih tetap,  
 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
Tabel 3 
Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Kampanye 
Pemilu, Dana Kampanye, Maupun larangan-larangan dalam 
Kampanye 
 
NO PASAL JENIS TINDAK PIDANA SANKSI 
1 490  
 
Setiap kepala desa atau sebutan 
lain yang dengan sengaja 
membuat keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang 
menguntungkan atau 
merugikan salah satu Peserta 
Pemilu dalam masa Kampanye,  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
2 491 Setiap orang yang 
mengacaukan, menghalangi, 
atau mengganggu jalannya 
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) 
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kampanye Pemilu  tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta. rupiah).  
3 492  
 
Setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan Kampanye 
Pemilu di luar jadwal yang 
telah ditetapkan oleh KPU, 
KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk setiap 
Peserta Pemilu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 276 ayat 
(2)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama I (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
4 493  
 
Setiap pelaksana dan/atau tim 
Kampanye Pemilu yang 
melanggar larangan sebagai 
mana dimaksud dalam Pasal 
280 ayat (2)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama I (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
5 494 Setiap aparatur sipil negara, 
anggota Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
kepala desa, perangkat desa, 
dan/atau anggota badan 
permusyawaratan desa yang 
melanggar larangan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 280 ayat (3)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama I (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
6 495  
Ayat (1) 
Pelaksana kampanye dan/atau 
peserta kampanye yang dengan 
sengaja mengakibatkan 
terganggunya pelaksanaan  
Kampanye Pemilu di tingkat 
kelurahan/desa  
 
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
I2.000.000,00  
(dua belas juta 
rupiah).  
7 495  
Ayat (2) 
Pelaksana kampanye dan/ atau 
peserta kampanye yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan 
terganggunya pelaksanaan  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) 
bulan dan denda 
paling banyak Rp 
6.000.000,00 (enam 
juta rupiah).  
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8 496 Peserta Pemilu yang dengan 
sengaja memberikan 
keterangan tidak benar dalam 
laporan dana kampanye Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 334 ayat (1), ayat (2), 
dan/atan ayat (3) serta Pasal 
335 ayat (1), ayat (2), dan/atau 
ayat (3)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
9 497 Setiap orang yang dengan 
sengaja memberikan 
keterangan tidak benar dalam 
laporan dana kampanye  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
10 509 Setiap orang yang 
mengumumkan hasil survei 
atau jajak pendapat tentang 
Pemilu dalam Masa Tenang 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 449 ayat (2)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama I (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
11 519 Setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan perbuatan 
curang untuk menyesatkan 
seseorang, dengan memaksa, 
dengan menjanjikan atau 
dengan memberikan uang atau 
materi lainnya untuk 
memperoleh dukungan bagi 
pencalonan anggota DPD 
dalam Pemilu sebagai mana 
dimaksud dalam Pasal 183  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
12 521 Setiap pelaksana, peserta, 
dan/atau tim Kampanye Pemilu 
yang dengan sengaja 
melanggar Larangan 
pelaksanaan kampanye Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 280 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, huruf 
e, huruf f, huruf g, huruf h, 
huruf i, atau huruf j  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda 
palingbanyak Rp 
24.000.000,00.(dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
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13 522 Setiap Ketua/Wakil 
Ketua/ketua muda/hakim 
agung/hakim konstitusi, hakim 
pada semua badan peradilan, 
Ketua/Wakil Ketua dan/atau 
anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan, Gubemur, Deputi 
Gubernur Senior, dan/atau 
deputi grbernur Bank 
Indonesia serta direksi, 
komisaris, dewan pengawas, 
dan/ atau karyawan badan 
usaha milik negara/badan 
usaha milik daerah yang 
melanggar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 280 ayat 
(3)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah  
14 523  
Ayat (1)  
Setiap pelaksana, peserta, 
dan/atau tim Kampanye Pemilu 
yang dengan sengaja 
menjanjikan atau memberikan 
uang atau materi lainnya 
sebagai imbalan kepada peserta 
Kampanye Pemilu secara 
langsung ataupun tidak 
langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 280 ayat 
(1) huruf j  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
15 523  
Ayat (2)  
Setiap pelaksana, peserta, 
dan/atau tim Kampanye Pemilu 
yang dengan sengaja pada 
Masa Tenang menjanjikan atau 
memberikan imbalan uang atau 
materi lainnya kepada Pemilih 
secara langsung ataupun ' tidak 
langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 278 ayat 
(2)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
48.000.000,00 (empat 
puluh delapan juta 
rupiah).  
16 523  
Ayat (3)  
Setiap orang yang dengan 
sengaja pada hari pemungutan 
suara menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi 
lainnya kepada Pemilih untuk 
tidak menggunakan hak 
pilihnya atau memilih Peserta 
Pemilu tertentu  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
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17 524  
Ayat (1)  
Anggota KPU, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota, 
Sekretaris Jenderal KPU, 
pegawai Sekretariat Jenderal 
KPU, sekretaris KPU Provinsi, 
pegawai sekretariat KPU 
Provinsi, sekretaris KPU 
Kabupaten/Kota, dan/atau 
pegawai sekretariat KPU 
Kabupaten/Kota yang terbukti 
dengan sengaja melakukan 
tindak pidana Pemilu dalam 
pelaksanaan Kampanye Pemilu  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000,000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
18 524  
Ayat (2)  
Anggota KPU, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota, 
Sekretaris Jenderal KPU, 
pegawai Sekretariat Jenderal 
KPU, sekretaris KPU Provinsi, 
pegawai sekretariat KPU 
Provinsi, sekretaris KPU 
Kabupaten/Kota, dan/atau 
pegawai sekretariat KPU 
Kabupaten/Kota yang terbukti 
karena kelalaiannya melakukan 
tindak pidana Pemilu dalam 
pelaksanaan Kampanye Pemilu  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 6 
(enam) bulan dan 
denda paling banyak 
Rp 18.000.000,00 
(delapan belas juta 
rupiah).  
19 525  
Ayat (1)  
Setiap orang, kelompok, 
perusahaan, dan/atau badan 
usaha non pemerintah yang 
memberikan dana Kampanye 
Pemilu melebihi batas yang 
ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 327 ayat 
(1) dan Pasal 331 ayat (1)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).  
20 525  
Ayat (2)  
 
Setiap Peserta Pemilu yang 
menggunakan  
kelebihan sumbangan, tidak 
melaporkan kelebihan 
sumbangan kepada KPU, 
dan/atau tidak menyerahkan 
kelebihan sumbangan kepada 
kas negara paling lambat 14 
(empat belas) hari setelah masa 
Kampanye Pemilu berakhir  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).  
 
21 526  
Ayat (1)  
Setiap orang, kelompok, 
perusahaan, dan/atau badan 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
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usaha non-pemerintah yang 
memberikan dana Kampanye 
Pemilu melebihi batas yang 
ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 333 ayat 
(1)  
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
500.000.000,00 lima 
ratus juta rupiah).  
22 526  
Ayat (2)  
Setiap Peserta Pemilu yang 
menggunakan kelebihan 
sumbangan, tidak melaporkan 
kelebihan sumbangan kepada 
KPU, dan/atau tidak 
menyerahkan kelebihan 
sumbangan kepada kas negara 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari setelah masa Kampanye 
Pemilu berakhir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 333 ayat 
(2)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
Lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).  
23 527  
 
Peserta Pemilu yang terbukti 
menerima sumbangan dana 
Kampanye Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 339 ayat (1)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
24 528  
Ayat (1)  
Peserta Pemilu yang menerima 
sumbangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasat 339 ayat 
(2) dan tidak melaporkan 
kepada KPU dan/atau tidak 
menyetorkan ke kas negara  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 
dan denda sebanyak 3 
(tiga) kali dari jumlah 
sumbangan yang 
diterima.  
25 528  
Ayat (2)  
Pelaksana dan tim kampanye 
yang menggunakan dana dari 
sumbangan yang dilarang 
dan/atau tidak melaporkan dan/ 
atau tidak menyetorkan ke kas 
negara sesuai batas waktu yang 
ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 339 ayat 
(2)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda sebanyak 3 
(tiga) kali dari jumlah 
sumbangan yang 
diterima.  
26 546  
 
Setiap anggota KPU, KPU 
Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 
dan/atau PPLN yang dengan 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling 
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sengaja membuat keputusan 
dan/atau melakukan tindakan 
yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu peserta 
Pemilu dalam masa kampanye  
banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
27 547  
 
Setiap pejabat negara yang 
dengan sengaja membuat 
keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu 
peserta Pemilu dalam masa 
kampanye  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
28 548  
 
Setiap orang yang 
menggunakan anggaran 
pemerintah, pemerintah daerah, 
badan usaha  
milik negara, badan usaha 
milik daerah (BUMD), 
Pemerintah Desa atau sebutan 
lain dan badan usaha milik 
desa untuk disumbangkan atau 
diberikan kepada pelaksana 
kampanye sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 339 ayat 
(4)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan pidana denda 
paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).  
 
29 550  
 
Setiap pelaksana atau peserta 
kampanye yang terbukti 
dengan sengaja atau lalai yang 
mengakibatkan terganggunya 
tahapan penyelenggaraan 
Pemilu  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan paling banyak 
Rp24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
 
Tabel 4 
Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau 
Pencoblosan Suara 
 
NO PASAL JENIS TINDAK PIDANA SANKSI 
1 498  
 
Seorang majikan/atasan yang 
tidak memberikan kesempatan 
kepada seorang 
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) 
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pekerja/karyawan untuk 
memberikan suaranya pada 
hari pemungutan suara, kecuali 
dengan alasan bahwa pekerjaan 
tersebut tidak bisa 
ditinggalkan,  
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
betas juta rupiah).  
2 499  
 
Setiap anggota KPPS/KPPSLN 
yang dengan sengaja tidak 
memberikan surat suara 
pengganti hanya I (satu) kali 
kepada Pemilih yang menerima 
surat suara yang rusak dan 
tidak mencatat surat suara yang 
rusak dalam berita acara 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 
363 ayat (2)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama I (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
I2.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
3 500  
 
Setiap orang yang membantu 
Pemilih yang dengan sengaja 
memberitahukan pilihan 
Pemilih kepada orang lain 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 364 ayat (2)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
4 510  
 
Setiap orang yang dengan 
sengaja menyebabkan orang 
lain kehilangan hak pilihnya  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
5 514  
 
Ketua KPU yang dengan 
sengaja menetapkan jumlah 
surat suara yang dicetak 
melebihi jumlah yang 
ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 344 ayat 
(21, ayat (3), dan ayat (4),  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
240.000.000,00 (dua 
ratus empat puluh juta 
rupiah).  
6 515  
 
Setiap orang yang dengan 
sengaja pada saat pemungutan 
suara menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi 
lainnya kepada Pemilih supaya 
tidak menggunakan hak 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
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pilihnya atau memilih peserta 
Pemilu tertentu atau 
menggunakan hak pilihnya 
dengan cara tertentu sehingga 
surat suaranya tidak sah,  
puluh enam juta 
rupiah)  
7 516  
 
Setiap orang yang dengan 
sengaja pada waktu 
pemungutan suara memberikan 
suaranya lebih dari satu kali di 
satu TPS/TPSLN atau lebih,  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 18 (delapan 
belas) bulan dan 
denda paling banyak 
Rp 18.000.000,00 
(delapan belas juta 
rupiah).  
8 517  
 
Setiap orang yang dengan 
sengaja menggagalkan 
pemungutan suara  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah).  
9 529  
 
Setiap perusahaan pencetak 
surat suara yang dengan 
sengaja mencetak surat suara 
melebihi jumlah yang 
ditetapkan oleh KPU untuk 
kepentingan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 345 ayat (1)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).  
10 530  
 
Setiap perusahaan pencetak 
surat suara yang tidak menjaga 
kerahasiaan, keamanan, dan 
keutuhan surat suara 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 345 ayat (2)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).  
11 531  
 
Setiap orang yang dengan 
sengaja menggunakan 
kekerasan, dan/atau 
menghalangi seseorang yang 
akan melakukan haknya untuk 
memilih, melakukan kegiatan 
yang menimbulkan gangguan 
ketertiban dan ketenteraman 
pelaksanaan pemungutan 
suara, atau menggagalkan 
pemungutan suara dipidana 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
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dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp 
24.000.000,00 (dua puluh 
empat juta rupiah).  
12 532  
 
Setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan perbuatan 
yang menyebabkan suara 
seorang Pemilih menjadi tidak 
bernilai atau menyebabkan 
Peserta Pemilu tertentu 
mendapat tambahan suara atau 
perolehan suara Peserta Pemilu 
menjadi berkurang  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
48.000.000,00 (empat 
puluh delapan juta 
rupiah).  
13 533  
 
Setiap orang yang dengan 
sengaja pada saat pemungutan 
suara mengaku dirinya sebagai  
orang lain dan/atau 
memberikan suaranya lebih 
dari 1 (satu) kali di 1 (satu) 
TPS atau lebih  
 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 6 
(enam)  
bulan dan denda 
paling banyak Rp 
18.000.000,00 
(delapan belas juta 
rupiah).  
14 534  
 
Setiap orang yang dengan 
sengaja merusak atau 
menghilangkan hasil 
pemungutan suara yang sudah 
disegel  
 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
 Tabel 5 
Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pasca 
Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara 
 
NO PASAL JENIS TINDAK PIDANA SANKSI 
1 501  
 
Setiap anggota KPPS yang 
dengan sengaja tidak 
melaksanakan keputusan KPU 
Kabupaten/Kota untuk 
pemungutan suara ulang di 
TPS  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
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2 502  
 
Ketua dan anggota KPPS yang 
dengan sengaja tidak 
melaksanakan ketetapan KPU 
Kabupaten/Kota untuk 
melaksanakan pemungutan 
suara ulang di TPS,  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
3 503  
 
Setiap anggota KPPS/KPPSLN 
yang dengan sengaja tidak 
membuat dan menandatangani 
berita acara kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 
362 ayat (3) dan/atau tidak 
menandatangani berita acara 
pemungutan dan penghitungan 
suara serta sertifikat hasil 
penghitungan suara 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 389 ayat (3)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
4 504  
 
Setiap orang yang karena 
kelalaiannya menyebabkan 
rusak atau hilangnya berita 
acara pemungutan dan 
penghitungan suara dan/atau 
sertifikat hasil penghitungan 
suara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 389 ayat (4)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama I (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
5 505  
 
Anggota KPU, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota, PPK, 
dan PPS yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan 
hilang atau berubahnya berita 
acara rekapitulasi hasil 
penghitungan perolehan suara 
dan/atau sertifikat rekapitulasi 
hasil penghitungan perolehan 
suara  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
6 506  
 
Setiap anggota KPPS/KPPSLN 
yang dengan sengaja tidak 
memberikan salinan I (satu) 
eksemplar berita acara 
pemungutan dan penghitungan 
suara, serta sertifikat hasil 
penghitungan suara kepada 
saksi Peserta Pemilu, 
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
2.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
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Pengawas TPS/ Bawaslu LN, 
PPS/PPLN, dan PPK melalui 
PPS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 390 ayat (21 dan 
ayat (3)  
7 507  
Ayat (1)  
Setiap Bawaslu 
Kelurahan/Desa yang tidak 
mengawasi penyerahan kotak 
suara tersegel dari PPS kepada 
PPK dan tidak melaporkan 
kepada Bawaslu Kecamatan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 390 ayat (6)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
8 507  
Ayat (2)  
Setiap Bawaslu Kecamatan 
yang tidak mengawasi 
penyerahan kotak suara 
tersegel dari PPK kepada KPU 
Kabupaten/Kota dan tidak 
melaporkan kepada Bawaslu 
Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 390 ayat 
(7)  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
9 508 Setiap anggota PPS yang tidak 
mengumumkan salinan 
sertifikat hasil penghitungan 
suara dari seluruh TPS di 
wilayah kerjanya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 391,  
dipidana dengan 
pidana kurungan 
paling lama I (satu) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah).  
10 535 Setiap orang yang dengan 
sengaja mengubah, merusak, 
dan/atau menghilangkan berita 
acara pemungutan dan 
penghitungan suara dan/atau 
sertifikat hasil penghitungan 
suara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 398 ayat (4)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
11 536 Setiap orang yang dengan 
sengaja merusak, mengganggu, 
atau mendistorsi sistem 
informasi penghitungan suara 
hasil Pemilu  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah).  
49 
 
 
12 537  
 
Setiap anggota KPPS/KPPSLN 
yang tidak menjaga, 
mengamankan keutuhan kotak 
suara, dan menyerahkan kotak 
suara tersegel yang berisi surat 
suara, berita acara pemungutan 
suara, dan sertifikat hasil 
penghitungan suara kepada 
PPS atau kepada PPLN baik 
KPPSLN pada hari yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 6 
(enam) bulan dan 
denda paling banyak 
Rp I8.000.000,00 
(delapan belas juta 
rupiah).  
13 538  
 
PPS yang tidak menyerahkan 
kotak suara tersegel, berita 
acara rekapitulasi hasil 
penghitungan perolehan suara, 
dan sertifikat rekapitulasi hasil 
penghitungan perolehan suara 
Peserta Pemilu di tingkat PPS 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 393 kepada PPK  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000.000,00 (dua 
puluh empat 
juta rupiah).  
  
14 539  
 
PPK yang tidak menyerahkan 
kotak suara tersegel, berita 
acara rekapitulasi hasil 
penghitungan perolehan suara, 
dan sertifikat rekapitulasi hasil 
penghitungan perolehan suara 
Peserta Pemilu di tingkat PPK 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 396 kepada KPU 
Kabupaten/Kota  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
15 540  
Ayat (1)  
Pelaksana kegiatan 
penghitungan cepat yang 
melakukan penghitungan cepat 
yang tidak memberitahukan 
bahwa prakiraan hasil 
penghitungan cepat bukan 
merupakan hasil resmi Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 449 ayat (4)  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 6 
(enam) bulan dan 
denda paling banyak 
Rp 18.000.000,00 
(delapan belas juta 
rupiah).  
16 540  
Ayat (2)  
Pelaksana kegiatan 
penghitungan cepat yang 
mengumumkan prakiraan hasil 
penghitungan cepat sebelum 2 
(dua) jam setelah selesainya 
pemungutan suara di wilayah 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama I (satu) tahun 6 
(enam) bulan dan 
denda paling banyak 
Rp 18.000.000,00 
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Indonesia bagian barat 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 449 ayat (5)  
(delapan belas juta 
rupiah).  
17 541 Setiap anggota KPU, KPU 
Provinsi, dan/atau KPU 
Kabupaten/Kota yang tidak 
melaksanakan putusan 
pengadilan terhadap kasus 
tindak pidana Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 484 ayat (21) yang telah 
memperoleh kekuatan hukum 
tetap  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
18 542 Dalam hal KPU tidak 
menetapkan perolehan hasil 
Pemilu secara nasional 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4ll ayat (3), anggota KPU  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah).  
19 543 Setiap anggota Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota, Bawaslu 
Kecamatan, dan/atau Bawaslu 
Kelurahan/Desa Bawaslu 
LN/Pengawas TPS yang 
dengan sengaja tidak 
menindaklanjuti temuan dan/ 
atau laporan pelanggaran 
Pemilu yang dilakukan oleh 
anggota KPU, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota, PPK, 
PPS/PPLN, dan/atau 
KPPS/KPPSLN dalam setiap 
tahapan Penyelenggaraan 
Pemilu  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
20 549 Dalam hal KPU 
kabupaten/kota tidak 
menetapkan pemungutan suara 
ulang di TPS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 373 ayat 
(3) sementara persyaratan 
dalam Undang-Undang ini 
telah terpenuhi, anggota KPU 
Kabupaten/Kota  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
24.000.000,00. (dua 
puluh empat juta 
rupiah).  
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21 552  
Ayat (1)  
Setiap calon Presiden atau 
Wakil Presiden yang dengan 
sengaja mengundurkan diri 
setelah penetapan calon 
Presiden dan Wakil Presiden 
sampai dengan pelaksanaan 
pemungutan suara putaran 
pertama,  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar 
rupiah).  
22 552  
Ayat (2)  
Pimpinan Partai Politik atau 
gabungan pimpinan Partai 
Politik yang dengan sengaja 
menarik calonnya dan/atau 
pasangan calon yang telah 
ditetapkan oleh KPU sampai 
dengan pelaksanaan 
pemungutan suara putaran 
pertama  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling 
banyak 
Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar 
rupiah).  
23 553  
Ayat (1)  
Setiap calon Presiden atau 
Wakil Presiden yang dengan 
sengaja mengundurkan diri 
setelah pemungutan suara 
putaran pertama sampai 
dengan pelaksanaan 
pemungutan suara putaran 
kedua  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah).  
24 553  
Ayat (2)  
Pimpinan Partai Politik atau 
gabungan pimpinan Partai 
Politik yang dengan sengaja 
menarik calonnya dan/atau 
pasangan calon yang telah 
ditetapkan oleh KPU sampai 
dengan pelaksanaan 
pemungutan suara putaran 
kedua  
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 
I00.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah).  
Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
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B. Tinjauan Umum tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam 
Menanggulangi Tindak Pidana Pemilu. 
1. Pengertian Kepolisian 
Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah 
Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota24. 
Menurut W.J.S. Poerwadarminta, kata polisi diartikan sebagai badan 
pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum 
seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai 
negara yang bertugas menjaga keamanan
25
. Tak hanya itu, dalam undang-
undang juga dicantumkan definisi kepolisian yang diatur dalam Pasal 5 ayat 
(1) UU No. 2 Tahun 2002 :  
“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri”. 
 
2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian 
Kepolisian Republik Indonesia dengan keberadaannya membawa 
empat peran strategis, yakni :  
1. Perlindungan Masyarakat  
2. Penegakkan Hukum  
3. Pencegahan Pelanggaran Hukum  
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  
                                                 
24
 Soebroto Brotodirejo, 1989, Polri Sebagai Penegak Hukum,.Bandung: Sespimpol, hlm.,2 
25
 W.J.S.Poerwadarminta, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 
hlm.,763. 
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Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 
2002 tentang Polri secara langsung dirumuskan bahwa tugas pokok Polri 
adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masayarakat 
terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. 
Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas 
utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur 
Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya 
pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:  
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  
b. menegakkan hukum; dan  
c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat.  
 
Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada 
dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, 
ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan 
masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat 
terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif 
dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak 
segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan 
negara.  
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Disamping banyaknya tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, polisi juga memiliki banyak wewenang seperti yang 
tecantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 
tentang wewenang yang secara umum dimiliki oleh polisi. Diantaranya 
adalah sebagai berikut :  
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum;  
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;  
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancampersatuan dan kesatuan bangsa;  
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administrative kepolisian;  
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 
kepolisian dalam rangka pencegahan;  
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;  
i. Mencari keterangan dan barang bukti;  
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan masyarakat;  
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  
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m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu 
(Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia).  
 
Selain wewenang umum, kepolisian juga memeliki wewenang dalam 
menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, hal ini seperti yang 
tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Adapun 
wewenang tersebut adalah sebagai berikut :  
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.  
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara untuk kepentingan penyidikan  
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 
penyidikan.  
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri.  
e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.  
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi.  
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara.  
h. Mengadakan penghentian penyidikan.  
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.  
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j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana.  
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 
negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.  
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab 
(Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
3. Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian 
Secara universal, fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal, yaitu 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban (peace and order maintenance) 
dalam penegakan hukum (law enforcement)
26
. 
Fungsi utama kepolisian yang diatur dalam UU. No. 2 Tahun 2002 :  
a) Tugas pembinaan masyarakat (Pre-emtif)  
Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini 
sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, 
yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding 
citizens. Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum 
tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang 
sekalipun. 
                                                 
26
 Kasman Tasaripa, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum 
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum 
Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 5. 
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Usaha preemtif yaitu merupakan usaha penanggulangan 
terhadap fenomena situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor 
korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan 
menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada 
sumbernya. Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri adalah mencapai 
kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi 
apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan 
kewajibanya sebagai warga Negara. Kegiatan penyuluhan hukum 
tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, 
tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah 
melakukan tindakan-tindakan menyimpang oleh peradilan, misalnya 
tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, yaitu perjudian, 
mabuk, perzinaan dan lain sebagainya.  
Dari hal-hal tersebut di atas dapat ditarik pengertian sebagai 
berikut:  
a. Tujuan penyuluhan hukum adalah mencapai kesadaran hukum 
yang tinggi dalam massyarakat.  
b. Terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat 
apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati 
hak dan kewajiban sebagai warga Negara.  
c. Pencapaianya kadar kesadaran hukum yang tinggi adalah dalam 
rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap 
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harkat dan martabat manusia sesuai dengan Undang- Undang 
Dasar 1945
27
. 
 
b) Tugas di bidang preventif  
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk 
mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan 
represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Kedua jenis 
tindakan ini sulit untuk dipisah-pisahkan karena keduanya saling 
berkaitan, di samping itu tindakan represif terhadap seseorang yang 
melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi orang 
lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengenai masalah tindakan 
represif, “Yang di maksud dengan tindakan represif/pengawasan 
adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum 
sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam 
represif ini adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan 
pidana
28
. 
 
c) Tugas di bidang represif  
Tugas kepolisian yang telah diuraikan sebelumnya adalah sejalan 
dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:  
                                                 
27
 Sabar Slamet. 1998. Hukum Pidana. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 106. 
28
 Ibid, hlm. 118-120. 
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Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah :  “Salah satu 
fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan 
ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat”  
 
Penanganan tindak pidana oleh kepolisian terdiri dari dua yaitu 
penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 
mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak 
pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. 
Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang 
diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan 
perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, 
petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi 
Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk 
mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa 
yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak 
pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi 
jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan 
pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. 
Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada polri 
atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses 
penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak 
pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai 
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dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pe 
melakukan penyidikan dan secara bersamaan nyidikan menurut cara yang 
ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka 
penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum/ KUHAP tidak memberi 
kewenangan untuk bertindak selaku penyidik. Untuk memulai penyidikan 
tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau 
penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, 
maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana 
yang terjadi.  
Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:  
(1) Penangkapan  
Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, 
maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga 
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut 
adalah: (a) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 
16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP; (b) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.  
Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk 
mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka 
atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh 
undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan 
dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap 
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tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara 
penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang 
ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan 
penangkapan.  
 
(2) Penahanan  
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas 
perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan 
yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana 
yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, 
merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak 
pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah 
penahanan tersebut adalah: (a) Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, 
Pasal 20, Pasal21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP; (b) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.  
 
(3) Pemeriksaan  
Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan 
tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-
unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan 
peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).  
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(4) Penggeledahan  
Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah 
penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan 
atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh 
petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang 
berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala 
kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik 
pembantu. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat 
tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan 
surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua 
Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu 
dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua 
Pengadilan Negeri. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan 
dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari 
Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan 
sebagai berikut:  
a) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf 
d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP.  
b) Permintaan dari penyidik.  
c) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.  
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(5) Penyitaan  
Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan 
adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan 
yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik 
pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang 
mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau 
pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. 
Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat 
izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-
benda yang dapat disita antara lain:  
a) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga 
di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak 
pidana.  
b) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkannya.  
c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
suatu tindak pidana.  
Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:  
a) Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 
11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, 
Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.  
b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Republik Indonesia Apabila penyidik telah selesai maka 
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penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut 
kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap 
pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub 
a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP).  
Jika dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan 
hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada 
pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam 
waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik 
apakah hasil penyidikan itu telah lengkap atau belum) tentang hal itu dari 
penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai 
(Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Tetapi apabila penuntut umum setelah 
menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap. Penuntut umum 
segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk 
untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan 
tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari 
sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah 
menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 
110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini dimana 
penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidk menyerahkan tanggung 
jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 
(3) sub b)
29
. 
 
                                                 
29
 Masrizal Afrialdo, “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian 
Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, Jurnal JOM Fakultas 
Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016, hlm. 8-10. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemilu di Wilayah 
Hukum Polres Brebes 
Hakikatnya, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu 
tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. Selama ini, penyebab 
terjadinya tindak pidana pemilu tergantung pada posisi setiap kasus yang 
terjadi. Sangat jelas bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tidak 
akan terlepas dari adanya kepentingan dari suatu kelompok atau partai 
politik maupun individu yang terlibat. Secara umum, Yunus Awaludin 
Zaman, S.HI selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes 
mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
pemilu dikarenakan dua hal yaitu ketidaktahuan dari si pelaku dan adanya 
kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemilu. Adapun 
sepanjang pelaksanaan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan 
DPRD Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Brebes telah memproses sebanyak 
40 pelanggaran, terdiri dari 15 pelanggaran administrasi, 4 kode etik, 1 
sengketa, bukan pelanggaran pemilu 16, dihentikan 4
30
. 
Data pelanggaran pemilu yang paling lengkap dimiliki oleh Bawaslu. 
Hal ini sangatlah wajar mengingat seluruh pelanggaran pemilu memiliki 
                                                 
30
 Zuhad Aji Firmantoro, SH., “Problem Pelaksanaan Wewenang Penanganan Pelanggaran 
Pemilihan Umum Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, dalam Tesis Magister Fakultas 
Hukum UII tahun 2016, hlm. 125  
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satu pintu masuk penanganan yaitu melalui Pengawas pemilu pada masing-
masing level. Tugas berat tersebut sesungguhnya tidak berbanding lurus 
dengan jumlah tenaga yang dimiliki oleh pengawas pemilu. Selain itu, 
dalam penanganan tindak pidana pemilu pemerintah Indonesia membentuk 
Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang diatur dalam UU 
No. 7 Tahun 2017 pasal 486. Sesuai pasal 486 ayat 1, tujuan dibentuknya 
sentra Gakkumdu adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola tindak 
pidana pemilu di Indonesia. Pada ayat 2 dan 3 dalam pasal 486, sentra 
Gakkumdu terdiri dari Pengawas yang berasal dari Bawaslu, Penyidik yang 
berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penuntut yang 
berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selama Pemilihan 
Umum tahun 2019, penanganan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di 
Kabupaten tidak ada yang pernah selesai sampai pada putusan pengadilan. 
Ketiadaan kasus pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang sampai pada 
putusan Pengadilan tidak bisa langsung disimpulkan Kabupaten Brebes 
bebas dari pelanggaran pidana pemilu mengingat banyaknya laporan dan 
temuan pelanggaran pidana pemilu yang masuk dan ditangani Pengawas 
Pemilu.  
 
B. Sinergitas Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana 
Pemilu Di Wilayah Hukum Polres Brebes 
Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah 
sebagai cara untuk menghasilkan suatu Pemilu jujur dan adil dilaksanakan 
67 
 
 
dengan mendayagunakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan 
kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan 
hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi 
kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Pengamanan pemilihan umum 
difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk 
dalam pusaran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, Jujur 
dan adil jelas merupakan indikator Negara demokratis yang dewasa. Untuk 
menjamin kebebasan, kejujuran,dan keadilan tersebut diperlukan perangkat 
administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan 
proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam 
menjamin keamanan dan mendidik pelanggaran yang berunsur pidana sesuai 
undang-undang. 
Fakta di lapangan yang diperoleh penulis melalui proses wawancara 
dengan kepolisian satreskrim Polres Brebes mengenai upaya-upaya 
kepolisian yang sudah dan akan dilakukan dalam menanggulangi tindak 
pidana pemilu terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap preemtif, tahap 
preventif, dan tahap represif. Usaha atau upaya penanggulangan tindak 
pidana pemilu pada tahap preemtif, Polres Sleman telah melakukan 
pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai 
tindak pidana pemilu. 
Sosialisasi dan penyuluhan ini sudah dan akan dilakukan kepada 
masyarakat yang berada di lingkungan pedesaan maupun yang berada di 
lingkungan pendidikan. Tahap yang selanjutnya dilakukan oleh kepolisian 
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adalah tahap preventif atau pencegahan, Polres Brebes dalam tahap ini telah 
dan akan melakukan pengamanan terhadap calon peserta pemilu baik 
pengawalan dari tempat kediaman sampai ke tempat acara (kampanye), 
kepolisian juga baik Polda maupun Polres dilibatkan juga sebagai Walpri 
(pengawal pribadi) calon presiden/gubernur/legislatif. Upaya preventif bagi 
kepolisian juga dilakukan pada hari pemilihan umum berlangsung dengan 
melakukan pengawasan untuk menghalau massa/masyarakat yang 
kemungkinan akan melakukan tindakan anarkis atau hal-hal yang dapat 
menghambat proses pemilihan umum berlangsung yang dalam hal ini 
kepolisian mempunyai mitra kerja dalam bentuk patroli gabungan bersama 
Satpol PP, TNI, KPU, Bawaslu, dan sebagainya. 
Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh kepolisian adalah tahap 
represif. Polres Brebes dalam tahap ini telah dan akan melakukan 
penyelidikan dan penyidikan. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan 
penyidikan harus memperhatikan faktor kecepatan dan ketepatan waktu, 
antara lain aktif mendatangi para saksi maupun tersangka dan melakukan 
pemeriksaan di tempat. Tersangka pelanggaran pemilihan umum legislatif 
walaupun memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, tindakan penahanan 
tidak perlu dilakukan apabila situasinya tidak memungkinkan karena faktor 
keamanan dan dampak yang ditimbulkan. Jika ditelaah lebih mendalam 
maka dapat dikatakan bahwa laporan tindak pidana berupa pelanggaran 
pemilihan umum legislatif yang diterima polisi hanya berasal dari badan 
pengawas pemilihan umum. Artinya bahwa setiap pelanggaran pidana 
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pemilu yang diketahui oleh masyarakat harus dilaporkan kepada badan 
pengawas pemilihan umum setelah itu badan pengawas pemilihan umum 
yang akan mengkaji laporan tersebut apakah laporan itu termasuk 
pelanggaran pemilu dan kemudian melanjutkannya ke polisi
31
. 
Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 479 Undang-undang No. 7 
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut tercantum 
bahwa penyelidik yang dalam hal ini adalah bawaslu menyampaikan hasil 
penyelidikan, laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan kepada 
kepolisian paling lama 1 x 24 jam sejak Bawaslu menyatakan bahwa 
perbuatan ataupun tindakan diduga sebagai tindak pidana pemilu. 
Kepolisian dalam hal ini melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah 
laporan dugaan tindak pidana pemilu diklarifikasi oleh semua pihak sentra 
Gakkumdu. Penulis dalam penelitian ini akan memaparkan berbagai upaya 
penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana 
pemilu seperti yang dicantumkan di atas.  
Setelah mendapatkan laporan dari Bawaslu mengenai tindak pidana 
pemilu yang dilakukan oleh Makmuri. Polisi melakukan berbagai tindakan 
yaitu mengumpulkan bukti berupa surat-surat. Selain bukti dalam bentuk 
surat, kepolisian juga mengumpulkan bukti berupa saksi-saksi yang melihat 
terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pemilu. Setelah 
mengumpulkan bukti-bukti yang menyatakan terdakwa melakukan 
pelanggaran tindak pidana pemilu, penyidik dalam hal ini kepolisian 
                                                 
31
 Rian Sacipto, “Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong 
Pesta Demokrasi Indonesia 2019” , Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang 
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm 376-378. 
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melimpahkan berkas-berkas perkara kepada penuntut umum (jaksa) paling 
lama 14 hari sejak laporan diterima dari Bawaslu. Hal ini sesuai dengan 
aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 480 Ayat 1. Kemudian setelah jaksa 
menerima dan menyetujui berkas perkara dari kepolisian, jaksa 
melimpahkan bekas tersebut kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari 
sejak menerima berkas dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran dari 
tersangka. Hal ini sesuai dengan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 480 
Ayat 4. 
Dapat diketahui bahwa penyelesaian pelanggaran pidana pemilu 
dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 
Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu 
adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pemilu, kepolisian 
bertugas dan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 
laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas 
pemilu atau Bawaslu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut 
umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan 
berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang 
disampaikan oleh penyidik/Polri ke pengadilan sesuai waktu yang 
ditentukan. 
Dalam menyambut pesta demokrasi negara Indonesia pada Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden yang rencana akan dilaksanakan pada bulan 
tanggal 17 April 2019 mendatang pemerintah telah berupaya memberikan 
sistem terbaik guna pelaksanaan pemilihan umum yang berjalan dengan 
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benar. Dengan hadirnya Sentra Gakkumdu pada setiap daerah dan 
kabupaten/kota diharapkan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana 
pemilu di tingkat daerah dan Kabupaten/Kota hingga pusat dapat ditangani 
secara maksimal oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar dugaan 
pelanggaran pidana pemilu yang ditangani tidak kadaluarsa dari sisi batasan 
waktu atau tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Perbuatan tindak pidana pemilu termasuk dalam tindak pidana khusus 
yang sering marak terjadi pada masa Pemilihan Umum. Khususnya 
dalam hal money politic atau politik uang. Faktor-faktor penyebab 
tindak pidana pemilu berdasarkan teori kriminologi dapat dijelaskan 
dan dijabarkan lebih lanjut pada teori asosiasi diferensial (Differential 
Association Theory), teori tegang, teori netralisasi, dan teori kontrol 
sosial. Berdasarkan teori-teori kriminologi tersebut, kasus Gandung 
Pardiman termasuk dalam teori asosiasi diferensial, yaitu teknik untuk 
melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan 
tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Artinya 
Dalam Kasus ini Gandung Pardiman mengetahui dengan sadar apa 
yang direncanakan dan dilakukan bertentangan dengan Undang-
undang yang berlaku, namun hal ini sudah dianggap biasa dilakukan 
ketika masa kampanye berlangsung. Berbeda halnya dengan kasus 
Makmuri, teori kriminologi yang tepat untuk menjelaskan sebab 
akibat terjadinya tindak pidana pemilu adalah teori netralisasi. Teori 
ini mengasumsikan bahwa tingkah laku dikendalikan oleh pemikiran-
pemikiran dari pelaku. Salah satu teknik Netralisasi yang dilakukan 
oleh pelaku kejahatan telah dijabarkan oleh Sykes dan Matza 
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diantaranya Denial of Injury, yaitu pelaku berpandangan bahwa 
perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar 
pada masyarakat. Artinya, apa yang dilakukan oleh pelaku ketika 
menggunakan fasilitas pemerintahan dalam hal kampenye dinilai tidak 
banyak merugikan masyarakat yang dalam hal ini sebagai bentuk 
kelalaian dari pelaku.  
2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah 
sebagai cara untuk menghasilkan suatu Pemilu jujur dan adil yang 
dilaksanakan dengan mendayagunakan sanksi pidana berupa pidana 
penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai 
instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana 
dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik 
hukum. Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian 
sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusaran  
agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil 
jelas merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh 
karena itu, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan 
tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat 
menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah 
satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan 
mendidik pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang. 
Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan 
penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang 
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diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara 
kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Ada 3 tahap 
penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian, yaitu pre-emtif, 
preventif, dan represif. Dengan adanya usaha ataupun upaya dari 
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu, kasus tindak 
pidana pemilu menjelang 2019 yaitu kasus Makmuri sudah sampai 
pada tahap putusan pengadilan, dan hal ini pun tidak terlepas dari 
adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pengawas pemilu 
(bawaslu), penyelidik (kepolisian), dan penuntut hukum (Jaksa). Hal 
ini juga telah diatur dalam aturan pemerintah mengenai sentra 
Gakkumdu dicantumkan dalam UU pemilu No. 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum Pasal 486.  
 
B. Saran  
1. Untuk peserta pemilu diharapkan dapat mengetahui dan memahami 
aturan-aturan pemilu yang sudah diatur oleh pemerintah. Dengan 
melihat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu, 
penulis menilai bahwa tindak pidana pemilu terjadi bukan karena 
ketidaktahuan dari pelaku atas tindakan yang dia lakukan bertentangan 
dengan Undang-undang, tetapi para elit politik seakan mempersiapkan 
diri untuk melanggar aturan main yang ada di pemilu demi 
kepentingannya. Penulis mengharapkan kepada peserta pemilu 
khususnya elite politik untuk memperhatikan aturan yang berlaku, 
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agar kelalaian dan kesengajaan dari peserta pemilu untuk melakukan 
pelanggaran dalam proses pemilu dapat dihindari.  
2. Untuk Kepolisian Republik Indonesia Khususnya yang berada dalam 
wilayah Kabupaten Brebes harus dapat menjalankan tugas dengan 
baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam menyambut pemilu 
2019 nanti, kepolisian harus lebih meningkatkan upaya mereka dalam 
menanggulangi tindak pidana pemilu yang kemungkinan akan terjadi. 
Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan upaya preemtif 
seperti memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang 
awam akan tindak pidana pemilu. Dengan adanya kesadaran dari 
masyarakat terhadap aturan-aturan yang melanggar tindak pidana 
pemilu, dapat membantu dan mempercepat kepolisian dalam 
menanggulangi tindak pidana pemilu yang dalam hal ini adalah tahap 
preventif dan represif. Diharapkan juga kepada masing-masing pihak 
yang terdapat dalam sentra gakkumdu agar dapat berkoordinasi dan 
bekerjasama lebih baik lagi, hal ini ditujukkan untuk terciptanya 
pemilu yang dicita-citakan oleh masyarakat yaitu LUBER (langsung, 
umum, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil).. 
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